BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 137 TAHUN
2021 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa dalam  rangka  perbaikan  sistem
penganggaran di Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun
Sumarso perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 137 Tahun
2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soediran Mangun Sumarso.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- |,



Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah  Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik '[



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun
2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 9j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten I‘



Wonogiri Nomor 156);

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor
87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 137 TAHUN
2021 TENTANG REMUNERAS! PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

PASAL I

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
137 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Lavanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
Nomor 139) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)  Besaran proporsi pendapatan layanan RSUD yang menjadi sumber
anggaran insentif jasa pelayvanan paling banvak 40% (empat puluh
persen) dari pendapatan BLUD RSUD;

(la) Anggaran insentif jasa pelayanan paling banyak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan realisasi tahun
sebelumnya;

(2) Setiap tahun  Pemimpin menetapkan besaran proporsi
pengalokasian anggaran remunerasi mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RBA RSUD sesuai
mekanisme APBD dengan persetujuan Dewan Pengawas;

(3)  Dalam pengajuan bhesaran alokasi anggaran remunerasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin wajib
mempertimbangkan :

a. kinerja pelayanan;

b. kemampuan pembiayaan;

c. pengendalian mutu pelayanan; dan
d. pengendalian biaya.

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 26 September 2022
BUPATI WONOGIRI pi

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




